PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG

PERSBANAN ATAS PERATURAN BAERAN KABSPATEN PAMEKASAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, periu
mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun
2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeérintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 dan Nomor
2863.K/841/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor
2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan
Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2000 Nomor 1 Seri A), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga

listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar

oleh Pemerintah Daerah.

6. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PLN
adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkedudukan
di Daerah.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. '

. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daérah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumiah pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah kredit pajak,
jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga.

Wajib Pajak adalah subjek pajak yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta
menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah dan setelah ayat (3)
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN
dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumiah
tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh
yang ditetapkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak
dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau
ukuran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang
berlaku di Daerah.



b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga
satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

(4)Khusus untuk kegiatan industri, nilai jual tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30%
(tiga puluh prosen).

. Ketentuan Pasal 6 huruf b dan d diubah, sehingga Pasal 6 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk
industri, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh prosen);

b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri,
ditetapkan sebesar 3% (tiga prosen);

C. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan
untuk industri, ditetapkan sebesar 5% (lima prosen);

d. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk
industri, ditetapkan sebesar 3% (tiga prosen).

. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah
ini ditugaskan kepada Tim Pengawas yang terdiri dari beberapa
SKPD/Unit Kerja dibawah koordinasi lembaga pengawas
fungsional Daerah.

(2)Susunan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
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meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
korporasi sehubungan dengan tindak pidana;

. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

. menyuruh  berhenti dan/atau melarang  seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung
jawab.

(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah
koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa
Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara
Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta
barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang
Pengadilan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 ganuart 2010

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Desember 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

—

R. HADI SUWARSO
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